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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengisian
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daemh Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia .s
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik \
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang . -,--'
Nomor 27 Tahryt 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O) tentang Penetapan Undang-Undang
Dan-rrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 39 tahun 2OO8 tentang Kementerian
Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
166, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambal-an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Talrun 2OL5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintalr
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (kmbaran



Pascl 6

Pengisian keanggotaan Badan permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan
dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan permusyawaratan Desa
melalui Kepala Desa.

BAB lII
KETEilTUAI| PDRAUHAI|

Prrsl 7

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum berakhir masa jabatannya
tetapi tidak memenuhi quorum dari jumlah anggota dan sebelum peraturan
Menteri tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan ma]<a Bupa.ti dapat
mengangkat pengganti antarwaktu.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri tentang
Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
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Paral E

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal E Ol<fur$:ols

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 OKW s.ts
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